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ABSTRAK 
 

 Kedudukan Saksi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas 

Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik masih belum adanya kejelasan yang mengatur sehingga dlam penelitian ini 

terdapat dua Rumusan Masalah yakni 1) Bagaiman Kedudukan Saksi menurut Undang-

undang ITE? 2) Bgaiaman Keabsahan Saksi Menurut Undang-undang ITE? Metode yang 

digunaka n dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunak 

satu metode pendekatan yakni pendekatan konseptual. Dan hasil penelitian diperoleh 

bahwa Kedudukan Saksi sebagai alat bukti dalam Undang-undang ITE sama dengan 

Kedudukan sakasi dalam KUHAP Undang-undang ITE merupakan Lx Specilais Derograt 

Lege Generalis dari KUHAP, sebagaimana dinyatakan dalam Undnag-undang ITE Pasal 

44 Juncto Pasal 1 angka 1 dan Angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) 

Juncto Pasal 184 KUHAP. Alat bukti sebagai mana diatur dalam Hukum Acara termasuk 

KUHAP, mengalami perluasan dengan Undang-undang ITE diamana ada penambahan 

bukti elektrpnik. 

 

Kata Kunci: Kedudukan Saksi, Alat Bukti 

 

ABSTRACT 
 

The Status of Witnesses according to Law Number 19 Year 2016 About the Amendment of 

Law Number 11 Year2008 About Information and Electronic Transactions there is still 

no clarity to regulate so that this dlam research there are two Problems Formulation that 

is 1) How to Position Witness according to Law ITE? 2) Bajaiaman Legal Witness 

According to the Law ITE? The method used in this research is Normative Juridical 

research using one approach method that is conceptual approach. And the result of the 

research is that the position of the witness as evidence in the ITE Act is the same as the 

position of the sanction in the Criminal Procedure Code of the ITE is Lx Specilais 

Derograt Lege Generalis from the Criminal Procedure Code, as stated in the ITE Act 

Article 44 Juncto Article 1 number 1 and Number 4 and Article 5 Paragraph (1), 

Paragraph (2) and Paragraph (3) Juncto Article 184 of KUHAP. The evidences as 

regulated in the Procedural Code include the Criminal Procedure Code, subject to 

extensions with the ITE Act where there is additional elektrpnik evidence. 

 

Keywords: Position of Witness, Evidence Tool 
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